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INTISARI

Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan usaha akan semakin
mendorong masyarakat untuk melindungi tanahnya dari gangguan orang lain.
Perlindungan tersebut dilakukan dengan adanya keinginan untuk mempunyai
jaminan kepastian hukum akan tanah yang dimilikinya Kenyataan
menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadis hasilnya
belum memuaskan, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi minat pensertipikatan tanah di Desa Ngunut sebagai
Laboratorium Desa dan di Desa Logandeng sebagai desa bukan Laboratorium
Desa serta perbandingan minat pensertipikatan tanah di Laboratorium Desa
dengan bukanLaboratorium Desa

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
Korelasional Komparatif yaitu membandingkan besarnya variabel-Yariabel
yang ada pada dua kelompok yang dalam hal ini adalah kelompok
Laboratorium Desa yaitu Desa Ngumit dan kelompok bukan Laboratorium
Desa yaitu Desa Logandeng dengan mengambil sampel sebanyak 40 sampel di
masing-masing desa. Teknik analisis yang digmiakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis Regresi Berganda

Dari penelitian ini didapaikan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi
minat pensertipikatan tanah di Laboratorium Desa dan bukan Laboratorium
Desa ternyata sama yaitu: Penyuluhan, persepsi masyarakat mengenai biaya
pendaftaran tanah dan persepsi masyarakat terhadap waktu pendaftaran tanah.
Dan ternyata minat pensertipikatan tanah di Desa Ngunut sebagai
Laboratorium Desa lebih besar dibandingkan minat pensertipikatan tanah di
Desa Logandeng sebagai desaBukan Laboratorium Desa
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan usaha akan semakin

mendorong masyarakat untuk melindungi tanahnya dari gangguan orang lain.

Perlindungan tersebut dilakukan dengan adanya keinginan untuk mempunyai

jaminan kepastian hukum akan tanah yang dimilikinya

Kebijakan umum penanganan pertanahan diamanatkan dalam Pasal 33

ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang lebih lanjut dijabarkan dalam

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria atau sering disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria memerintahkan

kepada pemerintah agar mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah

Republik Indonesia Dengan tegas disebutkan bahwa pendaftaran tanah

tersebut perlu diadakan untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi: " Untuk menjamin kepastian hukum

oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah".

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan



dilaksanakan secara konsisten, sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-

ketentuannya Dalam menghadapi kasus-kasus di bidang pertanahan, selain

tersedianya perangkat hukum yang dimaksudkan, diperlukan juga tersedianya

berbagai keterangan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum

yang diperlukan.

Tanah dari segi fisik memerlukan adanya kepastian mengenai letak,

batas-batas dan luasnya serta pemilikan bangunan dan tanaman yang mungkin

adadi atasnya Dari segi yuridis diperlukan adanya kepastian mengenai status

hukum tanahnya, pemegang haknya dan ada tidaknya hak-hak pihak lain yang

membebaninya

Dalam hubungannya dengan pihaklain, para pemegang hak atas tanah

memerlukan surat tanda bukti yang memungkinkan mereka dengan mudah

membuktikan haknyaatas tanah yang bersangkutan.

Di lain pihak, pemerintah sendiri juga memerlukan data pemilikan

tanah, yang dituangkan dalam bentuk peta dan daftar yang dapat memberikan

informasi dari keadaan fisik dan yuridis bidang-bidang pemilikan tanah, untuk

menyelenggarakan perencanaan pembangunan, yang langsung atau tidak

langsung akan melibatkan para pemilik tanah. Dengan penyelenggaraan

pendaftaran tanah maka pihak yang berkepentingan dengan mudah akan dapat

memperoleh data yang diperlukan, karena tata usaha pendaftaran tanah

mp-mmmvai cifat terhulra hnoi liniiim dan nara nemeimnc hak diberikan surat



tanda bukti hak yang dijamin kepastian hukum yang berupa sertipikat hak atas

tanah.

Pekerjaan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran dan

pembuatan peta serta pendaftaran hak dan peralihannya akan dilakukan dengan

duacara yaitu:

1. secara sistematis;

2. secara sporadis.

Pendaftaran Tanah secarasistematis yaitu mengenai pendaftaran tanah

desa demi desa yang pada dasarnya serentak meliputi semua tanah yang ada di

desa yang bersangkutan, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah

pendaftaran tanah mengenai bidang-bidang tanah secara individual atas

permintaan pemegang atau penerima hak. Jadi sangat tergantung kepada

kesadaran hukum masyarakat Penegasan batas maupun hak dari satu bidang

dengan bidang tanah lainnya dilakukan secara terpisah atau tidak dibuatkan

petayangmenjamin kepastian hukum.

Pendaftaran tanah sebagai usaha untuk memberikan jaminan kepastian

hukum atas tanah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang dalam hal ini

adalah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Lembaga Negara Non

Departemen yang dulu berada di bawah koordinasi Menteri Negara Agraria/

KepalaBadan Pertanahan Nasional, bertugas mengeloia dan mengurus masalah



melaksanakan kebijakan pertanahan di wilayah propinsi dan Kantor Pertanahan

Kabupaten/kotamadya sebagai pelaksana kebijakan Badan Pertanahan Nasional

di wilayah Kabupaten/Kotamadya

Untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal bagi Badan

Pertanahan Nasional, maka didirikan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

sebagai lembaga pendidikan akademik di jalur profesional dengan Keputusan

PresidenNomor 25 Tahun 1993 tentang Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional mempunyai sepuluh Laboratorium Desa

di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 591/1106 tanggal 7 Mei

1996 tentang Laboratorium Desa Salah satu dari ketentuan Surat Gubernur

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada angka 3 menyebutkan

bahwa kegiatan pembuatan Laboratorium Desa itu diharapkan dapat

menertibkan administrasi pertanahan desa/kelurahan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara

sporadis hasilnya belum memuaskaa Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan

tanahnya

Menurut Medy Lelelangan pada Tahun 1995, Faktor penghambat

minat masyarakat Kecamatan Wara Utara Kota Administratif Palopo

irj..—*.« rkoonih TJo^iro* rr t mini twhaAxn PfttiHflftnrfln dan Peralihan Hak



a Tidak mengetahui arti dan tujuan pendaftaran dan peralihan hak atas
tanah karena akta jual beli sudah dapat dipakai sebagai alat pembuktian
yang kuat;

b. Kurangnya program penyuluhan mengenai pertanahan dari aparat
pelaksana di daerah;

c. Persepsi mengenai biaya mahal dan perosedur yang rumit dalam
pengurusansertipikat

Sementara itu menurut Sukarni pada Tahun 1996, faktor-faktor yang

mempengaruhi rendahnya minat pensertipikatan tanah oleh masyarakat di

Kecamatan Pitu Kabupaten Daerah Tingkat IINgawi adalah:

a TingkatPendapatan
b. Tingkatpendidikan
c. Frekuensi penyuluhan pertanahan
d. Lama penyelesaian pensertipikatan tanah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusun mencoba dengan

penelitian ini menelaah minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah

denganjudul:

"STUDI KOMPARASI MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI

LABORATORIUM DESA DAN BUKAN LABORATORIUM DESA DI

KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKTDULW.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan Latar Belakang Penelitian di atas maka kajian yang

ingjn penyusun kemukakan adalah:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap



2. Bagaimana perbandingan minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah

di Laboratorium Desa dengan desabukanLaboratorium Desa ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun membatasi permasalahan sebagai

berikut:

1. Pensertipikatan tanah yang diteliti hanya pensertipikatan tanah Hak Milik

Atas Tanah.

2. Kenyataan menunjukkan bahwa untuk mensertipikatkan tanah hak milik

banyak faktor yang mempengaruhi. Dengan melihat kenyataan tersebut

dan dengan keterbatasan kemampuan penyusun membatasi faktor yang

diteliti yaitu:

a Pendapatan yang diterima;

b. Frekuensi mengikuti penyuluhan pertanahan;

c. Persepsi terhadap biayapendaftaran tanah;

d. Persepsi terhadap waktu pendaftaran tanah.

Sedangkan indikator minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah

penyusun batasi pada

a Kepemilikan sertipikat tanah;

b. Mengikuti penyuluhan;



d. Pengetahuan tentang sertipikat;

e. Pengurusansertipikat;

f Pensertipikatan tanah setelah membeli/menerimawarisan tanah;

g. Keberadaan sertipikat tanah;

h. Yang dilakukan pada waktu penyuluhan pertanahan;

i. Jika mensertipikatkan tanah;

j. Pendapat tentang tanah harus bersertipikat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuanuntukmengetahui:

a Faktor yang mempengaruhi minat pensertipikatan tanah di Desa Ngunut

sebagai Laboratorium Desa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

b. Faktor yang mempengaruhi minat pensertipikatan tanah di Desa Logandeng

sebagai desa bukan Laboratorium Desa Sekolah Tinggi Pertanahan

Nasional;

c. Perbandingan minat pensertipikatan tanah di Desa Ngunut sebagai

Laboratorium Desa dengan Desa Logandeng sebagai desa yang bukan

Laboratorium Desa
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2. Kegunaan Penelitian

Melaluipenelitianini diharapkan:

a Menambah pengetahuan dan wawasan penyusun yang nantinya

mengemban tugas di bidang pertanahan;

b. Memberikan informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul

mengenai minat masyarakat Desa Ngunut dan Desa Logandeng terhadap

pensertipikatan tanah serta faktor yang mempengaruhinya



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka penyusun mengambil

kesimpulansebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi minat pensertipikatan tanah di

a DesaNgunutsebagai Laboratorium Desa

1). Persepsi masyarakat terhadap biaya pensertipikatan tanah

2). Persepsi masyarakat terhadap waktu pensertipikatan tanah

3). Penyuluhan yang diikuti masyarakat

b. DesaLogandeng sebagai desabukan Laboratorium Desa

1). Persepsi masyarakat terhadap waktu pensertipikatan tanah

2). Persepsi masyarakat terhadap biaya pensertipikatan tanah

3). Penyuluhan yang diikuti masyarakat

2. Minat pensertipikatan tanah di Desa Ngunut sebagai Laboratorium Desa

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional lebih besar dibandingkan minat

pensertipikatan tanah di Desa Logandeng sebagai desa bukan Laboratorium

Desa SekolahTinggi Pertanahan Nasional.
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B. Saran

1. Intensitas penyuluhan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul

sebagai salah satu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai pensertipikatan tanah perlu ditingkatkan agar tidak terjadi

persepsi yang salah terhadap biaya dan waktu pensertipikatan tanah jika

memang masyarakat mempunyai persepsi yang salah terhadap biaya dan

waktu pensertipikatan tanah, namun jika biaya pensertipikatan tanah benar-

benar dianggap mahal dan waktu pensertipikatan tanah benar-benar

dianggap terlalu lama oleh masyarakat maka perlu diadakan proyek

pensertipikatan tanah secara massal yang biaya dan waktunya relatif lebih

ringan dan lebih relatif lebih cepat daripada pensertipikatan tanah secara

sporadis pada umumnya

2. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional perlu menambah jumlali Laboratorium

Desa untuk tempat mahasiswa melaksanakan praktikum sebagai salah satu

cara untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah.
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